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PROVIRG! KALIMANTAN GELATAN
GUDERRNUR KALIMANTAN BELATAN,

buhwa berdasarkan pernyataan resmi daori OF Nt b
keschatan dunta  (world  health  arganteation) puda
tanggal 30 Januan 2020 menyatakan virus corons
wuhan  merupakan  wabah  dan world health
oranization menectaphkun sebagal kedaruritan global;

bahwa  telah terjodi keadaan  tertentu dengan ndanys
penularan COVID-19 di Indonesin yung perlu dignusipasi
dampaknya;

- bahwa dalam rangha  melindungl, mencogah, menunghal

dan  menghambat  penularan COVID-19  di Wiluysh
Kalimantan  Selatan, dipandang  perlu dilekukannys
pembatasan arus mesuk oreng yang datang dan Juar
wilayah  Provinis  Kalimantan  Sclatan  delam sebuab
Keputusan Gubernur,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebaguimans dimuksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penctapan
Undang-Undang Darurat Nemor 10 Tabun 1957 antars
lain mengenal Pembentukan Dacrah Swatantra Tingkat |
Kalimantan Selatan sebapni Undeng-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nemor 65,
Tambahan Lembaran Negura Republik Indonesin Nomor
1106);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tenlang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tenlang

Penanggulangan Bencana (Lembarun  Wegura Republik
Indonesin Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesin Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negarn  Republik  Indonesin  Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
5234) sebagnimana telanh diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesin Tahun 2019 Neomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kckarantinaan Keschatan (Lembzrzm Megara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,

’:Ia‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
447),

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis-Jenis Penyakit
Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan

Upaya Penanggualangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor S03);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/ 104 /2020 tentang Penetapan Infeksi
Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit
yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya
Penanggulangannya;



Memperhatikan Reliomendanl hanll rapat amarn Chdbernur Xalimantan
Belntan, Wakil Oubernur  Kallmantan  Selatan, Forum
Koordinasl  Pimpinan  Daerah wertn Unnur - Pimplnan
Dacrah lalnnya, pndn harl Minggu tanggnl 29 Maret 2020
bertempat di Gedung Mahilignl Pancanlla Banjarmasing

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU ! Pembatnsan Arus Masuk Orang Yang Datang Darl Luar
Wilnyah Kalimantan Selatan,
KEDUA i Pembatasan Arus Masuk Orang wstvagdonnmn dimoksud

Diktum KESATU yaitu melnkukan:

1. pencegnhan terhadnp setinp arus masuk orang yang,
datang baik melalui darat, Inut, sungai dan udara, berupn:

a. mitigasi;
b. deteksi; dan
c. sosial edukasi,

2. penanganan terhadap sctiap arus masuk orang yang
datang baik melalui darat, laut, sungai dan udara, berupa:

a. isolasi;
b. karantina; dan
c. tindakan medis.

KETIGA : Tindakan Pencegahan dan Penanganan scbagaimana
dimaksud Diktum KEDUA angka 4. <dan angka 2
dilaksanakan berdasarkan protokol kesechatan penangangan
COVID 19 dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Gubernur dibebankan pada Anggasen PRendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020
serta sumber dana lainnya sesual dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini berlaku sejal tanggal ditetapkannya
sampai dengan 14 (empat belas) hari, apabila ada perubahan
peraturan, maka Keputusan Gubernur ini akan dievaluasi
kembali.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.




Tembunan

1. Mentert Koordinator Bldang Polhukam RIdl Jukarta

Menteri Koordinator Bdang PMK RIE di Jukarta

Menteri Dalam Negerl REdl Jnkarta,

Menteri Kenchatan RE di dnkarta,

5. Menteri Perhubungan RI di Jakarta,

6. Kepala Badan Nasional Pennnggulangan Bencana di Jakarta,

7. Ketun DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dl Banjurmanin,

8. Kepala Kepolisian Daernh Kalimantan Selatan di Banjarmasin,

0, Komandan Korem 101 /Antanari Banjormasin di Banjarmasin

10, Sckretaris Daeranh Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

11. Bupati/Walikota se-Kalimantan Selntan di tempnat,

12. Inspcktur Provinai Kalimantan Sclatan di Banjarbaru,

13. Kepala Badan/Dinas/Instansi terkait di Provinel Kalimarnan Solatan di
tempat,
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